BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis
2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Hukum yang tertulis ialah bagian dari produk hukum yang berkepastian selalu
ada. Hukum tanpa adanya kepastian akan tidak dapat dipergunakan untuk pedoman
didalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur perilaku dan tingkah laku setiap
orang. Dalam kepastian hukum ialah ciri ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu
sendiri, yang penting dalam hukum itu ialah norma hukum tertulis. Makna dalam
hukum bisa akan hilang nilainya jika hukum itu tanpa adanya kepastian, karena itu
tidak bisa lagi dipakai sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Tujuan dari hukum
itu ialah kepastian disebutkannya, apabila dilihat dari segi sejarahnya, pembahasan
terkait kepastian hukum merupakan perbincangan yang timbul sejak adanya gagasan
dari pemisahan kekuasaan dari Montesqueiu.

Berkaitan erat dengan keteraturan dalam kehidupan sehari hari dari masyarakat
yaitu dengan kepastian dalam hukum, karena sebuah keteraturan ialah kesimpulan dari
kepastian hukum itu sendiri. Keteraturan akan menyebabkan banyak masyarakat bisa
hidup secara kepastian sehingga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan kegiatan
yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum adalah prinsip
hukum yang penting untuk menciptakan suatu lingkungan hukum yang stabil dan

teratur. Berikut ini adalah pengertian kepastian hukum menurut beberapa ahli:
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1. Hans Kelsen: Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa
hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga setiap individu dapat
dengan mudah memahaminya dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari
tindakan mereka.

2. Lon L. Fuller: Kepastian hukum terkait dengan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak individu. Menurut Fuller, kepastian hukum dicapai ketika
hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan mampu memberikan
pemberitahuan yang memadai kepada individu mengenai apa yang diharapkan
dari mereka.

3. Friedrich Hayek: Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa
hukum harus berlaku secara umum dan tidak diskriminatif, sehingga semua
individu tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada pihak yang
dikecualikan atau diberikan perlakuan istimewa.

4. Jean-Louis Bergel: Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa
hukum harus memiliki stabilitas dan kejelasan dalam peraturan, interpretasi,
dan penegakan hukum. Ini memastikan bahwa hukum tidak berubah secara
sewenang-wenang dan dapat dipahami oleh semua orang. (Halilah & Arif,
2021)

Pengertian-pengertian di atas menggarisbawahi pentingnya kejelasan,

konsistensi, umumitas, dan perlakuan yang adil dalam hukum guna menciptakan

kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.
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Dalam pendapatnya Gustav Radbruch menjelaskan ada sedikitnya 4 hal yang

menjadi dasar dengan kepastian hukum yaitu:

1. Hukum positif: Kepastian hukum menegaskan bahwa hukum itu positif, yaitu
terkait dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada. Hukum
positif merupakan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh pihak berwenang
dan berlaku di suatu negara.

2. Berdasarkan fakta: Kepastian hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan
yang ada di masyarakat. Hukum harus mencerminkan realitas dan situasi yang
ada, dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau angan-angan semata.

3. Kejelasan dalam rumusan: Fakta yang menjadi dasar hukum harus
dirumuskan dengan cara yang jelas dan tegas agar menghindari kebingungan
atau kesalahan dalam interpretasi. Rumusan hukum yang jelas memudahkan
pemahaman dan pelaksanaannya.

4. Stabilitas hukum: Kepastian hukum menekankan bahwa hukum positif tidak
boleh mudah diubah atau berubah secara sewenang-wenang. Stabilitas hukum
memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum
akan tetap berlaku tanpa perubahan yang drastis atau tiba-tiba.(Budi Astuti
dan M. Rusdi Daud, 2023)

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kepastian hukum dapat

terwujud dalam bentuk hukum positif yang didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan
jelas, dan memiliki stabilitas yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum

yang dapat dipahami dan diandalkan oleh masyarakat. Pendapat dari Gustav Radbruch
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diatas didasarkan pada pandangannya bahwa dari kepastian hukum itu ialah kepastian
mengenai hukum itu sendiri. Dari kepastian hukum ialah produk dari hukum atau dapat
lebih khusus dari sebuah perundang-undangan. Jadi berdasarkan pemahamannya
diatas, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam
masyarakat harus selalu dituruti walaupun dari hukum positif itu kurang adil.

Pendapat lain dari Jan M Otto sebagaimana dalam kutipan oleh Sidaharta

mengenai kepastian hukum itu dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1) Adanya ketentuan-ketentuan hukum yang pasti atau jernih, konsisten dan
mudah diperoleh (accesible), yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara;

2) Bahwa pererintahan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum tersebut
haruslah bertanggungjawab dan juga tahluk dan ditaati padanya;

3) Bahwa kebanyakan masyarakat pada keyekinannya menyepakati muatan isi
dan karena itu menyesuaikan sikap mereka terhadap ketentuan-ketentuan
tersebut;

4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang berdiri sendiri dan tidak pilih kasih
memperaktikan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

5) Bahwa keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan.(Ratnaningsih, 2021)

Dalam syarat kelima yang dikemukan diatas bahwa menunjukan ialah kepastian
hukum itu bisa di capai jika substansi dalam hukum itu tepat dengan kebutuhan di

kehidupan sehari-hari.
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Menurut dari Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum itu ialah sebuah
garansi bahwa hukum itu dijalankan dengan tepat, bahwa yang berhak akan
mendapatkan menperoleh haknya dan bahwa pada putusan bisa dilaksanakan.
Meskipun kepastian hukum kuat dengan kaitannya pada keadilan, namun bisa saja
hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum yang bersifat umum dapat mengikat
semua orang, dapat bersifat menyamaratakan dan sedangkan keadilan itu bersifat
subjek, individu, dan tidak sama. Kepastian hukum ialah bentuk dari terciptanya
hukum sesuai dengan bunyinya sehingga pada masyarakat bisa memastikan bahwa
hukum itu dilaksanakan. Dalam memahami dari nilai pada kepastian hukum yang wajib
diperhatikan ialah nilai dari hukum itu memiliki relasi yang kuat erat dengan instrumen
hukum positif dan peranannya pada negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum
positif. Dalam pendapat lain dari Nusrhasan Ismail bahwa pencipta dari kepastian
hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sebuah persyaratan yang
berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal
tersebut ialah sebagai berikut :

1) Transparansi rancangan yang dibutuhkan. Norma hukum memuat uraian tentang
tingkah laku tertentu yang kemudian dituangkan ke dalam konsep-konsep
tertentu pula.

2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
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Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai

kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3) Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-
ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu
subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. (Ananda,
2023)

Kepastian hukum menghendaki adanya pencegahan dari pengaturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berkuasa seperti pemerintahan dan
yang berwenang berwibawa, sehingga ketentuan-ketentuan itu mempunyai aspek
yuridis yang bisa menjaminkan adanya kepasatian hukum yang berfungsi sebagai suatu
ketentuan aturan yang wajib dipatuhi.

Dalam bukunya Lon Fuller mengenai the Morality of Law (1971 : 54-
58) mengemukakan ada delapan asas yang wajib dicukupkan pada hukum, yang
apabila tidak terpenuhi, maka hukum bisa kalah untuk disebut dengan hukum, atau
dengan bahasa lain harus tampak kepastian hukum. Kedelapan asas ini ialah sebagai
berikut :

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan
putusan-putusan sesat untuk hal-hal terpilih saja;

2) Peraturan tersebut diberitahukan oleh masyarakat;

3) Tidak berlaku surut, karena akan mengganggu moralitas sistem;

4) Dibuat dalam kesimpulan yang mudah dipahami pada masyarakat umum,;

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling berbeda pendapat;
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6) Bahwa tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi batas kemampuan
seseorang untuk melakukannya. Artinya, hukum seharusnya tidak
memerintahkan atau memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang
tidak mungkin atau tidak dapat dilaksanakan secara wajar. Prinsip ini
menekankan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum, yang
menghormati keterbatasan dan kapabilitas individu.

7) Bahwa hukum tidak boleh sering diganti-ganti dengan cara yang tidak konsisten
atau sewenang-wenang. Prinsip stabilitas hukum menuntut agar peraturan hukum
tetap konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang cukup lama,
kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Prinsip ini memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk
merencanakan kehidupan mereka dengan yakin dan menghindari keragu-raguan
atau kebingungan yang disebabkan oleh perubahan hukum yang terlalu sering
atau tidak konsisten.

8) Adanya kesesuaian antara peraturan hukum dan pelaksanaan sehari-hari dalam
masyarakat. Artinya, hukum harus dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif
dalam konteks kehidupan nyata. Peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami
serta pelaksanaan yang konsisten dan adil memungkinkan masyarakat untuk
memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan kepastian bahwa
hukum akan diterapkan dengan tepat dan konsekuen.

Prinsip ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai kepastian hukum

yang memadai dalam suatu sistem hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa
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hukum menghormati keterbatasan individu, tetap stabil dalam jangka waktu, dan
terhubung secara relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat

Pendapat Lon Fuller di atas bisa disimpulkan bahwa wajib memiliki kepastian
antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi,
perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.
Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat
mengandung beberapa makna dan arti, yakni adanya hukum yang pasti, tidak
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.
Hukum harus bertindak lebih tegas di dalam kehidupan sehari hari, mengandung
keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.
Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi
sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban
setiap masayarakat sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, sehingga terciptalah
keadilan ditengah masyarakat.(Marlina, 2018)
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum ini berawal dari bersumber pada teori hukum
alam atau pada aliran hukum alam. Dalam aliran hukum alam ini berpendapat
mengenai bahwa pada dasarnya hukum itu berawalan dari tuhan yang bersifat universal
dan abadi, juga antara hukum dan moralitas tidak bisa dijarakan. Bagi sebagian dari

aliran ini mengadung bahwa hukum dan moral ialah suatu cerminan dan ketentuan
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secara internal dan eksternal dari kehidupaan masyarakat yang diwujudkan dalam
hukum dan moral.(Jaang, 2023). Dalam perlindungan hukum ialah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada siapa
saja, baik pada saksi, maupun korban. Dari perlindungan hukum korban dan kejahatan
sebagaian dari bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui:

1. Pemberian restitusi: Ini mengacu pada mengembalikan hak, properti, atau
keuntungan yang telah dirampas atau dikurangi oleh tindakan yang tidak sah
atau melanggar hukum. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan situasi ke
kondisi semula sebisa mungkin.

2. Kompensasi: Ini melibatkan memberikan ganti rugi atau pembayaran kepada
pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat tindakan yang
melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mengatasi kerugian yang dialami
dan memberikan pemulihan yang sesuai kepada pihak yang terkena dampak.

3. Pelayanan medis: Dalam konteks kepastian hukum, ini mencakup
memberikan akses yang memadai dan adil terhadap pelayanan medis dan
perawatan kesehatan. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu
dalam mendapatkan perawatan yang layak terpenuhi dan memberikan
perlindungan terhadap penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam sistem
kesehatan.

4. Bantuan hukum ini merujuk pada menyediakan akses yang terjangkau dan

efektif terhadap bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya.
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Bantuan hukum membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki
kesempatan yang sama untuk melibatkan diri dalam sistem hukum,
mempertahankan hak-haknya, dan mendapatkan perlakuan yang adil.

. Ganti rugi: Ini berkaitan dengan memberikan kompensasi finansial kepada
pihak yang menderita kerugian atau kerusakan sebagai hasil dari tindakan
yang melanggar hukum. Ganti rugi bertujuan untuk mengimbangi kerugian
secara materiil yang diderita oleh individu atau entitas yang terkena dampak.
. Pendekatan restroaktif justice: Ini mengacu pada penggunaan hukum secara
retroaktif atau surut untuk mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di masa lalu.
Pendekatan ini bisa melibatkan pengesahan undang-undang baru atau
keputusan pengadilan yang diterapkan secara mundur untuk memberikan
keadilan kepada mereka yang menderita akibat ketidakadilan di masa lalu.

(Bennaris Kaban, 2021)

Melalui berbagai bentuk tersebut, upaya dapat dilakukan untuk mewujudkan

kepastian hukum yang lebih baik, memulihkan kerugian yang terjadi, memberikan

perlindungan dan layanan yang sesuai, serta memperbaiki ketidakadilan yang telah

Menurut Satjipta Raharjo, dari perlindungan hukum ini yaitu memberikan

pengayoman terhadap hak dan asasi pada manusia yang dirugikan oleh oranglain dan

perlindugan itu haruslah diberikan kepada warga negara supaya bisa menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh produk hukum itu. Hukum dapat difungsikan untuk dapat

menwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel dan adaktif juga
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sebagai prediktif dan antisipatif. Hukum itu diperlukan bagi meraka yang masyarakat
kecil serta kurang dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk
memperoleh suatu keadilan sosialnya.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat
melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau
sengketa. Dalam hal ini, tindakan pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi dan
mencegah terjadinya konflik atau perselisihan, sehingga mengarahkan pemerintah
untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi yang bijaksana. Di
sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan. Dalam
konteks ini, tindakan pemerintah terfokus pada menyelesaikan sengketa yang telah
muncul dan memastikan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk menangani
perselisihan tersebut. Melalui proses hukum dan lembaga peradilan, pemerintah
berupaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa sengketa
diselesaikan secara adil. Dengan demikian, pendekatan preventif dan represif dalam
perlindungan hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial,
mencegah terjadinya konflik, dan menyelesaikan sengketa secara adil. Tindakan
preventif bertujuan untuk menghindari eskalasi perselisihan, sedangkan tindakan
represif berfokus pada menyelesaikan perselisihan yang sudah ada melalui proses

hukum. (Alydrus, 2020)
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Sesuai dengan uraian di atas, fungsi perlindungan hukum adalah melindungi
rakyat atau subyek hukum dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan
mereka. Perlindungan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ditegakkan dengan sanksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan
lingkungan hukum yang aman dan memberikan keamanan serta perlindungan terhadap
hak-hak individu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berperan dalam mencegah
dan mengatasi berbagai bentuk bahaya dan ancaman yang dapat merugikan individu,
seperti kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan,
diskriminasi, dan lain sebagainya. Melalui peraturan perundang-undangan, negara
menetapkan aturan yang mengatur perilaku yang dilarang dan memberikan hak-hak
serta kewajiban kepada individu. Penerapan dan pelaksanaan peraturan hukum dengan
sanksi yang ada bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
memberikan konsekuensi bagi pelanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum
menciptakan rasa keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan bahwa
individu dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Secara keseluruhan,
fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat atau subyek hukum dari
bahaya dan ancaman kejahatan, dan ini dilakukan melalui pembuatan dan penerapan
peraturan hukum yang berlaku, serta penegakan hukum yang adil dan efektif.

2.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di luar negeri, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah

teorekenbaardheid, atau pertanggungjawaban pidana, yang berakibat pada pemidanaan

terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya
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terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Untuk
dapat memidana seseorang, kejahatan yang dilakukannya harus mempunyai ciri-ciri
kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut pandang melakukan
perbuatan yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya jika
perbuatan itu melawan hukum dan tidak sahnya kejahatan yang dilakukan olehnya
tidak dapat dibenarkan atau dibantah. Menurut ketentuan KUHP, bentuk-bentuk
penyalahgunaan ialah:
1. Kesengajaan
Kebanyakan tindak pidana memang memiliki unsur kesengajaan atau opzet
(dalam bahasa hukum sering disebut "mens rea"), bukan unsur culpa (kelalaian).
Hal ini karena dalam konteks pidana, biasanya seseorang yang pantas
mendapatkan hukuman pidana adalah mereka yang melakukan tindakan dengan
sengaja dan memiliki niat jahat. Kesengajaan ini harus terkait dengan ketiga
unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan
larangan tersebut, dan pelanggaran terhadap hukum. Unsur kesengajaan dalam
tindak pidana menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku untuk
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa pelaku secara
sadar dan dengan sengaja melakukan tindakan yang telah dilarang oleh undang-
undang, mengetahui akibat yang mendasari larangan tersebut, dan dengan
sengaja melanggar hukum. Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa jenis
tindak pidana, seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian

akibat kelalaian, unsur culpa (kelalaian) dapat menjadi faktor penting dalam
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menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus seperti itu, tidak ada niat
jahat atau kesengajaan untuk melukai orang lain, tetapi pelaku dinyatakan
bersalah karena kecerobohan atau kelalaian yang dapat dihindari. Secara umum,
unsur kesengajaan adalah aspek yang penting dalam sistem pidana, menunjukkan
bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara pidana hanya jika mereka

melakukan tindakan dengan sengaja dan melanggar hukum dengan sengaja.

. Kelalaian

Ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak
memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang,
kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan
kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian ialah karena
kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-
hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang
dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.(Sekedang, 2018)

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, Sudarto memberikan pengertian tentang

penyalahgunaan pertanggungjawaban pidana, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Mezger mengatakan bahwa rasa bersalah ialah keseluruhan kondisi yang

menimbulkan kesalahan pribadi pada pelakunya.

2. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana,

sehingga kesalahan tersebut diwujudkan dalam bentuk keadaan psikologis
pelaku. Hubungannya dengan pelaku sedemikian rupa sehingga berdasarkan

kondisi mentalnya, pelaku dapat disalahkan atas tindakannya.
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3.

Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan kejahatan ialah pemahaman
psikologis, hubungan antara keadaan mental penjahat dan unsur-unsur
kejahatan yang terwujud dalam perbuatannya. Tanggung jawab atas kesalahan
sesuai dengan hukum.

Van Hattum percaya bahwa definisi kesalahan yang paling luas mencakup
semua keadaan di mana seseorang bertanggung jawab secara pidana atas
perbuatan melawan hukum.

Pompe mengatakan bahwa pelanggaran norma yang dilakukan oleh kesalahan
pada umumnya bersifat ilegal, yaitu interior yang terkait dengan kehendak

pelaku ialah kesalahan.(Muhammad Hafidz Habibie, 2017)

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi, terdapat

beberapa teori yang telah dikembangkan. Dalam pembahasan ini, akan dibahas empat

teori, yaitu teori identifikasi, strict liability, vicarious liability, dan functional

daderschap. Tiga teori pertama yang disebutkan berasal dari negara-negara Anglo-

Saxon, sementara teori terakhir merupakan teori yang berkembang di Belanda, yaitu :

1.

Teori identifikasi atau pertanggungjawaban pidana korporasi langsung ialah
doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara
Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini didasarkan pada asumsi
bahwa semua aktivitas legal dan ilegal yang dilakukan oleh eksekutif senior
atau manajer diakui sebagai aktivitas perusahaan. Doktrin ini oleh karena itu
digunakan untuk membenarkan pertanggungjawaban pidana  korporasi,

padahal korporasi bukanlah sesuatu yang dapat bertindak sendiri dan tidak
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mungkin mens rea karena tidak berjiwa. Doktrin Strict Liability adalah prinsip
tanggung jawab pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum
perdata. Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus-kasus melawan hukum
(hukum tort) dalam hukum perdata. Pengertian strict liability dalam konteks
hukum perdata dapat merujuk pada definisi dalam Black's Law Dictionary,
yang menyatakan bahwa ini adalah "tanggung jawab yang tidak bergantung
pada kelalaian aktual atau niat jahat, tetapi berdasarkan pelanggaran kewajiban
mutlak untuk menjaga sesuatu agar aman." Dalam konteks hukum pidana,
doktrin strict liability adalah doktrin yang mengabaikan elemen kesalahan atau
unsur mens rea dalam tanggung jawab pidana. Lebih lanjut, Black's Law
Dictionary mendefinisikan strict liability crime sebagai "kejahatan yang tidak
memerlukan unsur mens rea, seperti pelanggaran lalu lintas dan penjualan

n

ilegal minuman keras." Dari definisi yang diberikan oleh Black's Law
Dictionary, dapat dilihat bahwa doktrin strict liability melanggar prinsip utama
dalam hukum pidana, yaitu prinsip kesalahan atau prinsip mens rea.

. Doktrin strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana
korporasi yang diadopsi dari doktrin hukum perdata. Doktrin ini sering
diterapkan pada perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Definisi
perdata tentang tanggung jawab yang ketat dapat mengacu pada Black's Law
Dictionary, definisi "kewajiban yang tidak bergantung pada kelalaian atau niat

untuk menyakiti, tetapi berdasarkan pada pelanggaran kewajiban mutlak untuk

membuat sesuatu menjadi aman." Dalam hukum pidana, doktrin tanggung
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jawab tegas ialah doktrin yang mengecualikan atribut kesalahan atau
kedewasaan dari tanggung jawab pidana. Secara khusus, Kamus Hukum Black
mendefinisikan kejahatan pertanggungjawaban yang ketat sebagai "kejahatan
yang tidak memerlukan unsur mens rea, seperti pelanggaran lalu lintas dan
penjualan minuman keras yang memabukkan secara ilegal." Dari pengertian
yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, jelas bahwa doktrin strict
liability terpisah dari asas dasar hukum pidana, yaitu asas kesalahan atau asas
mens rea.

. Vicarious liability merupakan teori vicarious liability yang lebih menekankan
tanggung jawab manajemen perusahaan sebagai perantara tindakan
perusahaan. Seperti yang dicatat oleh Paul Dobson: "Perusahaan bertanggung
jawab atas tindakan karyawan atau agennya dalam situasi pertanggungjawaban
biasa." Doktrin ini berbeda dengan doktrin kontrol berdasarkan asas
ketenagakerjaan dan asas pendelegasian. Doktrin ini merupakan pengecualian
dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan adugium nemo punitur pro
alieno delicto (tidak seorang pun dihukum atas perbuatan orang lain).

Teori bersama, menurutnya suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana jika perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang yang
memenuhi ciri-ciri kejahatan, yaitu tidak berkaitan satu sama lain, tetapi
berdiri sendiri.

Doktrin model budaya perusahaan, pelajaran ini berfokus pada praktik

langsung dan tidak langsung dari badan hukum yang mempengaruhi operasi
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badan hukum tersebut. Suatu badan hukum dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya mempunyai alasan yang sah
mengapa badan hukum tersebut melakukan atau mengizinkan suatu

perbuatan.(Muhammad Hafidz Habibie, 2017)

Di samping teori-teori tersebut, Sutan Remy Sjahhde memperkenalkan teori

lain yang dikenal sebagai ajaran gabungan. Ajaran gabungan ini mencakup gabungan

ajaran identifikasi, ajaran intra vires, ajaran keterkaitan fungsi, ajaran manfaat, ajaran

legal entity, dan ajaran agregasi. Menurut teori ini, terdapat enam unsur penting yang

harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan sebuah korporasi sebagai subyek

delik. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Tindak pidana harus dilakukan oleh individu yang mengendalikan korporasi,
baik oleh dirinya sendiri maupun atas perintahnya kepada orang lain (doktrin

identifikasi).

. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka tujuan dan maksud korporasi

(intra vires).

. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah dari seseorang yang

bertugas di dalam korporasi.

. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan atau manfaat korporasi.

Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan atau

alasan pengampunan untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana.

. Baik actus reus (perbuatan) maupun mens rea (niat jahat) tidak harus ada pada

satu individu, namun mens rea harus ada pada individu yang mengendalikan
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korporasi, sementara aktus reus bisa dilakukan oleh satu individu atau
sekelompok individu (doktrin agregasi).

Dalam konteks pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi terhadap
pemidanaan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pemidanaan sebenarnya ditujukan kepada sekelompok individu yang bekerja
sama atau memiliki kekayaan bersama dalam badan hukum atau korporasi
tersebut, bukan langsung kepada badan hukum atau korporasi itu sendiri.
Pemidanaan ini bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab individu-
individu yang terlibat dalam tindak pidana atau tujuan bersama badan hukum
tersebut.

2. Terdapat beberapa pengecualian atau ketentuan yang berbeda dalam
penerapan hukum pidana terhadap badan hukum. Misalnya, tidak mungkin
menjatuhkan pidana berupa penjara, pengurungan, atau kurungan kepada
badan hukum tersebut. Selain itu, pidana denda tidak dapat diganti dengan
pidana kurungan atau hukuman lainnya.

Hal-hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemidanaan
terhadap individu-individu yang terlibat dalam badan hukum atau korporasi, sekaligus
mengakui keterbatasan dalam menjatuhkan hukuman tertentu kepada badan hukum
sebagai entitas hukum. Dengan demikian, sedangkan hukum mempunyai kedudukan
yang strategis dalam pengendalian sosial yang mempunyai pengaruh positif dan dapat
berperan dalam upaya menciptakan ketertiban, keadilan dan kemajuan sosial melalui

pembangunan menuju masyarakat yang aman dan sejahtera. hukum pidana, perlu
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dipahami bahwa hukum pidana bercirikan pembatasan-pembatasan dalam
hubungannya dengan ciri-cirinya. Dalam pengaturan hukum Indonesia terkait
pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model yang diajukan oleh
Mardjono Rexodiputro. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga model
tersebut:

1. Model Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: Menurut model ini,
tanggung jawab pidana korporasi ditujukan kepada para pengurus korporasi
yang berperan sebagai pembuat keputusan dan mengelola korporasi. Dalam
hal ini, individu-individu yang menjadi pengurus korporasi akan
dipertanggungjawabkan secara pribadi atas tindakan pidana yang dilakukan
dalam konteks korporasi.

2. Model Pertanggungjawaban Korporasi: Model kedua ini menempatkan
korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara langsung. Dalam hal
ini, korporasi dianggap sebagai pembuat keputusan dan pengelola yang
memiliki tanggung jawab pidana terhadap tindakan yang dilakukan dalam
korporasi. Tanggung jawab pidana korporasi ini tidak hanya berlaku pada
pengurus korporasi, tetapi juga mencakup seluruh entitas korporasi itu sendiri.

3. Model Pertanggungjawaban Gabungan: Model ketiga adalah kombinasi dari
dua model sebelumnya. Dalam model ini, baik pengurus korporasi maupun
korporasi itu sendiri secara kolektif bertanggung jawab atas tindakan pidana
yang dilakukan dalam konteks korporasi. Artinya, baik individu-individu

yang menjadi pengurus korporasi maupun korporasi sebagai entitas hukum
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memiliki tanggung jawab pidana terkait dengan tindakan yang dilakukan
dalam lingkup korporasi.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat bervariasi antara
negara-negara dan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing
yurisdiksi.Salah satu model pertanggungjawaban pidana yang pertama dalam KUHP
ialah pasal 169 KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang keikutsertaan dalam
perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, perkumpulan lain yang dilarang
oleh peraturan atau perkumpulan dengan tujuan melakukan pelanggaran, serta sanksi
pidana bagi pimpinan atau pendiri. Jika melihat peraturan ini, kejahatan dan tanggung
jawab lebih ditekankan pada manajemen daripada di perusahaan. Pada beberapa Pasal
lain yakni Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP yang mengatur mengenai kepailitan suatu
korporasi, dalam model tanggung jawab pidana sosial yang kedua, masyarakat sudah
diakui sebagai subjek hukum sedemikian rupa sehingga masyarakat diakui mampu
melakukan kejahatan, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pimpinan. Muladi dan
Dwidja berpendapat model pertanggungjawaban pidana ini ialah pengurus
bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu apa
yang dilakukan dengan saham perusahaan berdasarkan anggaran dasarnya. Secara
khusus, bahwa pengurus atau direktur suatu perusahaan bertanggung jawab atas
tindakan satu orang atau lebih, yang dianggap sebagai tindakan perusahaan, baik
mereka mengetahuinya atau tidak. Ini karena tanggung jawab manajemen atau direktur.
Dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga ini, badan hukum

korporasi diakui sepenuhnya. Ini berarti bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas
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yang bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Model pertama dari
pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diperkenalkan melalui Undang-
Undang Penimbunan Barang pada tahun 1955. Namun, model pertanggungjawaban
pidana ini baru menjadi populer melalui Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

yang diberlakukan pada tahun 1955.

2.1.4. Pengertian Upah Minimum

Konsep gaji 1alah penerimaan sebagai pembayaran oleh pemberi kerja kepada
penerima pekerjaan atau jasa, yang dinyatakan atau dinilai dengan uang sebagai
penjamin kelangsungan hak hidup kemanusiaan dan produksi. yang ditentukan
menurut kontrak, undang-undang dan perjanjian dan yang dibayarkan berdasarkan
perjanjian kerja sama antara pemberi kerja dan pekerja, serta gaji menurut kontrak kerja
dengan ketentuan gaji tersebut diatur dalam kontrak kerja. . kontrak kerja tidak
bertentangan dengan hukum. Apabila ketentuan pengupahan dalam kontrak kerja
ternyata  bertentangan dengan ketentuan, maka yang berlaku ialah ketentuan
pengupahan undang-undang.

Penghasilan upah terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja buruh
sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaannya. Besarannya telah ditentukan
berdasarkan perjanjian yang ada.

2. Tunjangan Tetap adalah pembayaran rutin yang berkaitan dengan pekerjaan

yang diberikan secara tetap kepada pekerja atau buruh beserta keluarganya.
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Tunjangan ini dibayarkan pada waktu yang sama dengan upah pokok dan
mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain.
Pembayaran tunjangan tetap dilakukan secara teratur tanpa memperhitungkan
kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian prestasi tertentu.

3. Tunjangan tidak tetap merupakan pembayaran yang berkaitan langsung atau
tidak langsung dengan pekerjaan atau buruh. Pembayaran ini diberikan secara
tidak tetap kepada pekerja atau buruh beserta keluarganya dan dilakukan
berdasarkan satuan waktu yang berbeda dengan pembayaran upah pokok.
Contoh tunjangan tidak tetap antara lain tunjangan transportasi dan tunjangan
makan, yang diberikan berdasarkan kehadiran pekerja.

Penghasilan yang bukan upah terdiri dari :

1. Fasilitas merujuk pada bentuk-bentuk kenikmatan nyata yang diberikan oleh
perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka. Contohnya meliputi fasilitas kendaraan, pemberian
makanan gratis, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan
lain sebagainya.

2. Bonus adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja sebagai hasil dari
keuntungan perusahaan atau sebagai pengakuan atas hasil kerja yang melebihi
target produksi normal atau peningkatan produktivitas. Besarannya ditentukan

berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.
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3. Tunjangan Hari Raya adalah pembagian keuntungan tambahan dari
perusahaan kepada pekerja, yang didasarkan pada pertimbangan keagamaan,
baik secara sukarela maupun melalui kesepakatan.

Sudjana menyebutkan, dalam konteks ini, tidak memiliki keterangan yang jelas.
Sudjana adalah nama yang umum di Indonesia, tetapi tidak ada informasi spesifik
tentang Sudjana yang dapat dikaitkan dengan pandangan atau definisi kebutuhan dasar
minimal terkait upah. Namun, secara umum, kebutuhan dasar minimal merujuk pada
seperangkat kebutuhan esensial yang harus dipenuhi untuk memastikan kehidupan
yang layak bagi individu atau keluarga. Kebutuhan dasar minimal mencakup makanan,
tempat tinggal, pakaian, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Upah yang
memadai adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ini secara layak,
tanpa mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Meskipun
harapannya adalah agar upah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, dalam banyak
kasus, situasi di dunia nyata belum memenuhi standar tersebut. Pekerja sering kali
menghadapi tantangan dalam memperoleh upah yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka, dan isu ini menjadi perdebatan penting dalam perjuangan
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Kebutuhan dasar menurut
Sudjan, yaitu:

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, termasuk dalam pangan, sandang, papan, air,
udara, bahan bakar, dan lainlain
2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

kapasitas/produktifitas individu meluputi pendidikan, pelayanan kesehatan,
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sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosialm, kebebasan berpendapat,
dan lain lain.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses peluang memperoleh sesuatu terhadap
cara berproduksi dan peluang ekonomi meliputi tanah, air, gas, vegetasi, modal,
peluang kerja, dan berpenghasilan yang layak.

4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat
keputusan meliputi penghargaan atas hakk asasi masusia, partisipasi dalam

politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, dan peraturan yang adil.

Pengertian upah minimum ialah upah yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa
yang menghasilkan kekayaan dan dibayarkan atas jasa tersebut, yang disebut upah.
Dengan kata lain, upah ialah harga yang dibayarkan untuk pekerjaan mereka, dibayar
untuk jasa mereka dalam produksi menurut aturan. Dalam kategori upah minimum
harus dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disediakan oleh pemerintah untuk
mendukung kesejahteraan pekerja sehingga ditetapkan upah minimum di setiap daerah
untuk menciptakan rasa keadilan. Upah minimum ialah tingkat minimum yang
digunakan perusahaan industri sebagai parameter untuk membayar karyawan
perusahaan atau lingkungan kerjanya. Ayat 1 pasal 1 Keputusan Menteri No. 1 Tahun
1999 menyatakan bahwa upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari
upah pokok yang termasuk dalam tambahan tetap. Gaji ini berlaku untuk para lajang
dan mereka yang memiliki pengalaman kerja kurang dari satu tahun, bertindak sebagai

jaring pengaman, ditentukan oleh keputusan presiden berdasarkan rekomendasi
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Dewan Gaji, dan berlaku selama satu tahun. Upah minimum ini harus merupakan upah
terendah yang digunakan pengusaha sebagai standar untuk menentukan upah aktual
pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Upah minimum ini biasanya ditetapkan
oleh pemerintah dan biasanya dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Upah Minimum tersebut.

Secara umum, upah minimum bertujuan untuk mencapai penghasilan yang layak
bagi pekerja, dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta
pertumbuhan ekonomi perusahaan secara umum. Pengaturan mengenai upah minimum
telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 88 hingga Pasal 98. Pemerintah berperan
sebagai fasilitator dalam menetapkan Upah Minimum berdasarkan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota. Upah minimum
diharapkan berfungsi sebagai "jaring pengaman" yang memberikan perlindungan bagi
pekerja atau karyawan dengan memastikan mereka menerima upah terendah yang
harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau pegawai yang berada pada posisi
terendah dan telah bekerja kurang dari satu tahun. Upah minimum memiliki peran
penting dalam melindungi hak-hak pekerja, memastikan tingkat penghasilan yang adil,
dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, perlu diingat bahwa upah minimum
juga harus memperhitungkan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan faktor
produktivitas. Oleh karena itu, penetapan upah minimum harus mencapai
keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Upah

minimum. Upah minimum ialah upah terendah yang digunakan pengusaha untuk
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menentukan upah sebenarnya bagi pekerja/karyawan yang bekerja dalam usahanya.
Upah minimum ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan berubah-ubah setiap
tahunnya terkadang tergantung dari tujuan dilaksanakannya upah minimum tersebut,
yaitu:
1. Untuk menonjolkan arti atau peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam
suatu hubungan kerja.
2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat
rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan.
3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai
pekerjaan yang dilakukan
4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam
perusahaan
5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standart hidup secara
normal.

Pemerintah  menetapkan  berbagai jenis upah minimum  dengan
mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak serta produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. Beberapa jenis upah minimum yang ada antara lain:

1. Upah Minimum Subsektoral Regional: Upah minimum ini berlaku untuk

semua perusahaan dalam subsektor tertentu di suatu daerah. Hal ini
memungkinkan adanya penyesuaian upah minimum yang lebih spesifik sesuai

dengan karakteristik subsektor tersebut.
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2. Upah Minimum Sektoral Regional: Upah minimum ini berlaku untuk semua
perusahaan dalam sektor tertentu di suatu daerah. Dengan demikian, upah
minimum dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus sektor
tersebut di daerah tertentu.

3. Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi: Upah minimum ini
berlaku untuk semua perusahaan di suatu daerah. Upah minimum regional
(UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) memiliki besaran yang berbeda-
beda di setiap daerah. Besaran UMR/UMP ini didasarkan pada faktor-faktor
seperti indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan
kesempatan kerja, upah yang berlaku umumnya secara regional, kelangsungan
dan perkembangan perusahaan, serta tingkat perkembangan perekonomian
regional dan nasional.

Penetapan besaran upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan
berbagai faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan industri di suatu daerah.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pekerja menerima penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sambil juga mempertimbangkan
kondisi dan perkembangan ekonomi setempat.

2.1.5. Pengertian Pekerja

Penggunaan istilah kerja, karyawan dan karyawan harus dibedakan satu sama
lain. Istilah “angkatan kerja” memiliki cakupan yang lebih luas daripada istilah
“pekerja” atau “pegawai” karena mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti PNS,

pekerja formal, pekerja informal, dan individu yang belum bekerja atau menganggur.
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Kata “karyawan” memiliki arti yang luas, yaitu siapa pun yang bekerja dalam konteks
kerja atau bisnis. Sementara itu, istilah “pekerja” sering diidentikkan dengan pekerja
non-fisik yang dapat memiliki sifat pekerjaan yang bersih atau tidak kotor. Namun,
istilah “pekerjaan” sering dikaitkan dengan jenis pekerjaan kasar, pendidikan rendah,
dan pendapatan yang rendah. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, "tenaga kerja" merujuk pada setiap individu yang
memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Di sisi lain, ayat (3)
menjelaskan bahwa “pekerja/buruh” adalah setiap individu yang bekerja dan menerima
upah dalam bentuk lainnya.

Definisi ini cukup umum tetapi memiliki arti yang lebih luas karena dapat
mencakup setiap orang yang bekerja untuk siapa saja, baik orang perseorangan,
persekutuan, badan hukum atau orang lain yang menerima imbalan atau kompensasi
dalam bentuk apapun. Penegasan kompensasi dalam bentuk apapun ini diperlukan
karena gaji selama ini tercermin dalam bentuk uang, meskipun ada pekerja yang
menerima kompensasi nonmoneter atau dalam bentuk barang.

Menurut pengertian di atas, pegawai/pegawai ialah setiap pekerja atau pegawai
yang terikat  hubungan kerja dengan orang lain atau pemberi kerja, jadi
pegawai/pegawai ialah mereka yang sudah berstatus pegawai, yang dicapai setelah
mengundurkan diri. dari hubungan kerja. hubungan kerja dengan orang lain. Menurut
ketentuan Undang-Undang Serikat Pekerja/Organisasi Kerja No. 21 Tahun 2000, Pasal

1, Pasal 6 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 3, pekerja
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didefinisikan sebagai orang yang bekerja untuk mendapatkan upah. atau imbalan
lainnya. Di sini jelas yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan hubungan kerja,
bukan diluar hubungan kerja. Abdul Khakim cenderung menggunakan istilah ini lebih
baik daripada istilah kerja dan pekerja. Konsep tenaga kerja digunakan baik di luar
maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan tenaga kerja khusus digunakan dalam
hubungan kerja. Artinya setiap pegawai pasti pegawai, tetapi setiap pegawai belum

tentu pegawai.

2.2. Kerangka Yuridis
2.2.1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang
Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 yang

mengatur tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah, terdapat
beberapa poin penting sebagai berikut:
a. Komponen Upah:

1. Upah pokok: Merupakan pembayaran dasar yang diberikan kepada buruh
sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaan yang ditentukan berdasarkan
perjanjian.

2. Tunjangan tetap: Pembayaran reguler yang terkait dengan pekerjaan yang
diberikan secara tetap kepada buruh dan keluarganya. Tunjangan ini dapat
mencakup tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan,

tunjangan kehamilan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi.
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Tunjangan ini dapat dimasukkan dalam upah pokok jika tidak tergantung
pada kehadiran buruh dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

3. Tunjangan tidak tetap: Pembayaran yang terkait secara langsung atau tidak
langsung dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap kepada buruh dan
keluarganya. Pembayaran ini tidak bersamaan dengan pembayaran upah
pokok.

b. Tidak Termasuk Komponen Upah:

4. Fasilitas: Kenikmatan dalam bentuk nyata atau benda-benda yang
memberikan manfaat khusus atau meningkatkan kesejahteraan buruh,
seperti fasilitas kendaraan antar-jemput, pemberian makanan secara cuma-
cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan
sejenisnya.

5. Bonus: Pembayaran yang diterima oleh buruh berdasarkan keuntungan
perusahaan atau karena buruh mencapai hasil produksi di atas target normal
atau meningkatkan produktivitas.

6. Tunjangan Hari Raya (THR) dan pembagian keuntungan lainnya.

2.2.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013
Tentang Upah Minimum
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07 tahun 2013
tentang Upah Minimum, terdapat penjelasan mengenai definisi dan proses penetapan

upah minimum. Berikut adalah poin-poin yang dijelaskan dalam peraturan tersebut:
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. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok
termasuk tunjangan tetap. Penetapannya dilakukan oleh gubernur sebagai
jaring pengaman.

. Dasar dan wewenang penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan
hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.

. Penetapan upah minimum bertujuan untuk mencapai KHL.

. Pencapaian KHL merupakan perbandingan antara besarnya upah minimum
dengan nilai KHL pada periode yang sama.

. Gubernur bertanggung jawab menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam
bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya
tertentu dan bagi perusahaan lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi

dan kemampuan dunia usaha.

2.2.3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebagai pengusaha, penting untuk memberikan upah yang sesuai kepada

pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan besarnya kebutuhan mereka. Hal

ini mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu lamanya jam kerja dan jumlah unit

barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Memberikan upah yang sesuai dengan

lamanya jam kerja berarti menghargai waktu dan usaha yang diberikan oleh pekerja.

Jika pekerja bekerja lebih lama dari jam kerja standar, maka pengusaha harus

mempertimbangkan memberikan tambahan upah sesuai dengan jumlah jam kerja

tambahan tersebut. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi
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pekerja. Selain itu, memberikan upah yang sesuai dengan jumlah unit barang yang
dihasilkan juga merupakan pertimbangan penting. Jika pekerja mampu menghasilkan
lebih banyak barang dalam waktu yang sama, hal ini menunjukkan tingkat
produktivitas yang lebih tinggi. Sebagai pengusaha, memberikan insentif atau bonus
kepada pekerja berdasarkan produktivitas mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk
mendorong kinerja yang lebih baik dan memberikan penghargaan atas kontribusi
mereka. Pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhan merupakan
salah satu faktor penting dalam menjaga motivasi dan kepuasan pekerja, serta
menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pengusaha dan
pekerja. Hal ini juga dapat berdampak positif terhadap produktivitas, kualitas kerja,
dan stabilitas karyawan dalam jangka panjang.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

memberikan pengertian upah berbunyi :

“Hak buruh merujuk pada hak-hak yang diterima oleh buruh dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Hak-hak

ini ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak buruh juga mencakup

tunjangan yang diberikan kepada buruh dan keluarganya sebagai imbalan atas

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, gaji sebenarnya dibayarkan

berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, tetapi untuk mencegah gaji yang

terlalu rendah, pemerintah turut menetapkan upah minimum melalui undang-undang.
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Upah minimum ini juga dikenal sebagai upah minimum provinsi dalam era otonomi
daerah saat ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, upah adalah
pembayaran yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau pegawai sebagai
imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan. Pembayaran
tersebut dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang dan ditetapkan berdasarkan kontrak
kerja. Kontrak kerja merupakan perjanjian antara majikan dan karyawan yang
mencakup manfaat bagi karyawan dan keluarganya. Di sisi lain, menurut Peraturan
Pemerintah No. 33 tahun 1997, upah adalah penghasilan uang yang diterima secara
teratur oleh pegawai. Imam Soepomo mendefinisikan upah sebagai imbalan yang
diterima oleh pekerja selama bekerja atau dianggap bekerja. Dalam hal nilai, terdapat
perbedaan antara gaji nominal, yaitu jumlah uang yang diterima, dan gaji sebenarnya,
yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut. Namun, menurut
Edwin B. Flippo, gaji merujuk pada harga jasa yang diterima atau diberikan oleh
seseorang atau badan hukum untuk kepentingan mereka.

Berikut ini adalah kutipan dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan:

“Pemberian gaji dan/atau upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada

pekerja/buruh paling lambat 1 (satu) bulan sekali, kecuali dengan perjanjian kerja

yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian

kerja bersama, tetapi tidak boleh lebih lama dari 1 (satu) bulan sekali.”

Pasal ini menegaskan kewajiban pengusaha untuk membayarkan gaji dan/atau

upah kepada pekerja/buruh paling lambat setiap satu bulan, kecuali ada perjanjian

52



kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menentukan jangka

waktu pembayaran yang berbeda, tetapi tidak boleh lebih lama dari satu bulan sekali.

2.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Pada peraturan pemerintah ini akan membahas tentang sistem pengupahan yang

lebih rinci lagi diatas dari undang-undang. Adapun dalam pasal 1 pada ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan yang dimaknakan
sebagai hak hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbal jasa dari perusahaan atau pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja,kesepakatan,atau peraturan perundang —undangan, termasuklah juga dalam
tunjangan tunjangan lainnya bagi pekerja atau buruh dan keluargannya atas suatu
perkerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam pengertian dari buruh menurut
kamus bahasa indonesia itu diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain
dengan mendapatkan pengupahan. Buruh ialah orang yang berkerja dengan menerima
upah atau imbal jasa berupa uang atau dalam bentuk lain. Dari penjelaskan pengertian
diatas bisa disimpulkan penjelasannya bahwa upah buruh adalah suatu penghargaan
atas jasa dari pengusaha yang di berikan kepada pekerja karena pantas diberikan atas
tenaganya yang telah membantu kesuksesan pengusahan.
2.3. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi, pula melaksanakan riset daftar

pustaka dengan metode membaca, menguasai buatan objektif yang telah sempat ditulis
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oleh orang lain. Buatan objektif terdahulu yang didapat oleh penulis dengan

menyangka mempunyai kecocokan dalam kepala karangan skripsi yang penulis bahas

antara lain :

1. Siciliya Mardian Yo’el (2018) “Politik Hukum Perlindungan Upah Tenaga Kerja
Pada Lingkungan Industri Di Era Masyarakat Ekonomi Asean” Jurnal YUSTITIA
Vol. 19 No. 1 Mei 2018. ISSN :1412-2928. Universitas Madura Pamekasan.

Membahas :

Analisis politik hukum perlindungan upah tenaga kerja di lingkungan industri di
era masyarakat ekonomi ASEAN

Penulis :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

Perbedaan :

Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas politik hukum perlindungan upah tenaga kerja di lingkungan industri
di era masyarakat ekonomi ASEAN sedangkan penulis membahas perlindungan
hukum bagi perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksii pidana bagi perusahaan
dengan memberikan upah kerja dibawah upah minimum, sangat jauh

perbandingan perbedaannya dengan kepunyaan penulis.
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2. Marwiyatun (2018) “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Memberikan Gaji
Dibawah Upah Minimum Provinsi Kepada Karyawan Di Kabupaten Situbondo”
Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018: 1750-1773.
Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Membahas :

Akibat hukum dari bagi perusahaan yang telah membayarkan gaji dibawah
standart UMP pada kabupaten Situbondo dan mengenai hak dan kewajiban
perusahaan dan para tenaga kerja.

Penulis :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

Perbedaan :

Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas penulis membahas perlindungan hukum bagi perkerja/buruh atas
upah kerja dan sanksi pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah kerja
dibawah upah minimum, sangat jauh perbandingan perbedaannya dengan
kepunyaan penulis.

3. Aci Nofriyanti - Karol Teovani Lodan** (2019) “Analisis Peran Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Kotam Batam Terhadap Pengawasan
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Upah Minimum Kota Batam” Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Volume.
1 Nomor. 1 (2019) e-ISSN : 2714-593X. Program Studi Administrasi Negara.
Universitas Putera Batam.
Membahas :
Peran UPTD Pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan upah
minimum kota batam?
Teknik-teknik pengawasaan yang di lakukan oleh UPTD pengawasan
ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan upah minimum kota batam
Penulis :
Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?
Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?
Perbedaan :
Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas Peran UPTD Pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan
pengawasan upah minimum kota batam dan Teknik-teknik pengawasaan yang di
lakukan oleh UPTD sedangkan penulis membahas perlindungan hukum bagi
perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksi pidana terhadap perusahaan yang
memberikan upah kerja dibawah upah minimum, sangat jauh perbandingan

perbedaannya dengan kepunyaan penulis.
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4. Chika Agishitya, Siti Hajati Hoesin** (2021) “Perlindungan hukum bagi pekerja
terhadap pemberian upah di bawah upah minimum”. Jurnal Selisik Volume 7
Nomor 2 Desember 2021 P ISSN : 2460-4798 E ISSN: 2685-6816 Fakultas
Hukum. Universitas Indonesia. J1 Salemba Raya No.4 RW.5 Jakarta Pusat 10430.
Indonesia.

Membahas :

Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pengupahan bagi pekerja dengan
perjanjian kerja waktu tertentu?

Bagaimana pengawasan dinas tenaga kerja terhadap adanya sistem pengupahan
yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam perjanjian kerja waktu
tertentu?

Penulis :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

Perbedaan :

Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pengupahan bagi
pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan pengawasan dinas tenaga

kerja terhadap adanya sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan ketentuan
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undang-undang dalam perjanjian kerja waktu tertentu sedangkan penulis

membahas perlindungan hukum bagi perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksi

pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah kerja dibawah upah

minimum, sangat jauh perbandingan perbedaannya dengan kepunyaan penulis.

5. Rafika Ariana Fajriati, Edith Ratna, Anggita Doramia Lumbanraja (2021)

“Tinjauan Hukum Pembayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi
(UMP)” Junal Notarius, Volume 14 No 1, E ISSN: 2686-2425 P ISSN: 2086-
1702. Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro. Semarang.

Membahas :

Pelindungan hukum bagi perkerja yang berkerja di Café CA kota semarang

Apakah telah sesuai dengan syarat —syarat dalam UU ketenagakerjaan

Faktor penyebab terjadinya permasalahan pembayaran upah di bawah minimum

Penulis :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja

yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan

sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan?

Perbedaan :

Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu

membahas Pelindungan hukum bagi perkerja yang berkerja di Café CA kota
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Semarang, Faktor penyebab terjadinya permasalahan pembayaran upah di bawah
minimum dan syarat syarat dalam uu ketenagakerjaan sedangkan penulis
membahas perlindungan hukum bagi perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksi
pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah kerja dibawah upah

minimum, sangat jauh perbandingan perbedaannya dengan kepunyaan penulis.

6. Rafika Ariana Fajriati, Edith Ratna, Anggita Doramia Lumbanraja (2021)
“Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Dibawah Ketentuan Upah Minimum
Provinsi (UMP)” Junal Notarius, Volume 14 Nomor 1 (2021) E ISSN: 2686-
2425 P ISSN: 2086-1702. Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro. Semarang.

Membabhas :

Pelindungan hukum bagi perkerja yang berkerja di Café CA kota semarang
Apakah telah sesuai dengan syarat —syarat dalam UU ketenagakerjaan

Faktor penyebab terjadinya permasalahan pembayaran upah di bawah minimum
Penulis :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

Perbedaan :
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Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas Pelindungan hukum bagi perkerja yang berkerja di Café CA kota
Semarang, Faktor penyebab terjadinya permasalahan pembayaran upah di bawah
minimum dan syarat syarat dalam uu ketenagakerjaan sedangkan penulis
membahas perlindungan hukum bagi perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksi
pidana terhadap perusahaan yang memberikan upah kerja dibawah upah

minimum, sangat jauh perbandingan perbedaannya dengan kepunyaan penulis.

7. Rizki Citra Pratiwi, Siti Hajati Hoesin (2022) “Perlindungan Hak Pekerja Terkait
Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum Kota”. Jurnal PALAR (Pakuan Law
Review) Journal Unpak. Volume 8 Nomor 01, Januari — Juni 2022, Hal 541-551
e-ISSN: 2614-1485 P-ISSN: 2716-0440. Doi : 10.33751/Palar. Fakultas Hukum.
Universitas Indonesia. JI Salemba Raya No.4 RW.5 Jakarta Pusat 10430.
Indonesia.

Membahas :

Pekerja yang bekerjadi di PT.X Sebagai Sales kurang lebih 20 tahun kemudian
PT.X pailit dan pekerja tesebut di PHK namum pekerja tersebut tidak ada
menerima sama sekali haknya yang di tetapkan UU yang berlaku di kota
Makassar.

Perlindungan dan upaya hukum pekerja terkait hak pekerja yang tidak di penuhi
haknya

Penulis :
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Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja
yang diberikan upah di bawah minimum?

Apakah perusahaan yang. memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

Perbedaan :

Perbedaan diatas sangatlah jelas mengenai upah kerja, pembedanya yaitu
membahas Perlindungan dan upaya hukum pekerja terkait hak pekerja yang tidak
di penuhi haknya setelah di PHK sedangkan penulis membahas perlindungan
hukum bagi perkerja/buruh atas upah kerja dan sanksi pidana terhadap
perusahaan yang memberikan upah kerja dibawah upah minimum, sangat jauh

perbandingan perbedaannya dengan kepunyaan penulis.
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2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap Pekerja/Buruh serta bagi perusahaan yang menjadi acuan dalam bentuk
perlindungan hukum yang ada dalam penelitian ini. Berikut digambarkan kerangka
berpikir

Kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Latar Rumusan Kerangka |:>
Belakang Masalah Teoritik

Metode
Penelitian

e N
o/Salah satu sektor yang\ Bagalmanakah Desk.rip‘Fif
mampu meningkatkan bent.uk L Kualitatif )
pembangunan ialah P erlmdunge'm
tenaga kerja hukum bagi Pendekatan
¢ Adanya aturan terkait Pekerja/Buruh hukum Case
. atas upah kerja Approach,
upah minimum adalah yang diberikan di Teori Statute
untuk mencegah bawah upah Kepastian Approach,
pekerja dibayarkan minimum? Hukum dan
sangat rendah dan K j Conseptual
i iiadi Approach
leak 31] adlk?n KA pakah \ pp
omoditas ditengah
. perusahaan yang )
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